
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2012, 2014 KEMENDAG. Ekspor. Industri. Kehutanan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung hilirisasi produk
industri kehutanan perlu didukung dengan sumber
bahan baku yang legal dan dikelola secara lestari;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ekspor,
menciptakan tertib administrasi, dan memberikan
kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan
ekspor produk industri kehutanan melalui sistem
verifikasi legalitas kayu, perlu mengatur kembali
ketentuan ekspor produk industri kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
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8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka
Indonesia National Single Window;

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/
PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/
PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan
Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui
INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single
Window;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Kerja Kementerian
Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-
DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
dan Produk Rotan;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-
DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu
Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)
dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
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19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-
II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu
Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan
turunannya serta barang jadi rotan.

2. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium
(ligno selulosa) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.

3. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang selanjutnya
disingkat ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah
mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri
Kehutanan.

4. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yang
selanjutnya disingkat ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan
perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan
ekspor Produk Industri Kehutanan.

5. Industri Kecil dan Menengah pemilik ETPIK yang selanjutnya disebut
IKM pemilik ETPIK adalah industri pemilik Tanda Daftar Industri (TDI)
dan Izin Usaha Industri (IUI) yang telah mendapat pengakuan sebagai
ETPIK dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp.
10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) di luar tanah dan
bangunan tempat usaha.

6. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK
adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi
legalitas kayu.
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7. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah izin
untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan yang berbahan
baku kayu ulin.

8. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk
kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Deklarasi Ekspor adalah pernyataan dari IKM pemilik ETPIK bahwa
barang yang diekspor menggunakan sumber bahan baku yang telah
memenuhi persyaratan legalitas.

10. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut S-LK adalah surat
keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak
pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa
pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak
telah memenuhi standar legalitas kayu.

11. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan
Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.

12. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk
melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

13. Sistem Informasi Legalitas Kayu Online yang selanjutnya disebut SILK
Online adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat
informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan
Dokumen V-Legal.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan.

16. Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan,
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian
Perdagangan.

17.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP
adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.

Pasal 2

Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan oleh:

a. perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan
sebagai ETPIK; dan


